PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK — KAB. BANGGAI

SULAWESI TENGAH

Menimbang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/236/DPMPTSPISPDNX/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

bahwa berdasarkan Persturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menangah, managaskan bahwa
Pendirian Safuan Pendidikan Dasar dan Menengah wajib mempenpleh izin
Pemenntah atau pemerintah dasrah sesuai dengan kewenangannya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf a,
periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang lzin
Operasional Pendidikan Dasar.

. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 289 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Dasrah-Daserah Tingkat |l di Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momor 78,
Tambahan Leambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Permbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah
(Lembaran MNegara Republik Indonesaa Tahun 2004 Momor 126,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
44387,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemedntahan Oaerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 MNomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipts Kera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor B573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemenntah Daerah Kabupaten/ota (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Peadoman Pendinan, PFerubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomar BOT),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 138 Tahun 2017 tentang
Panyelenggaraan Pelayanan Terpadu Salu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
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Memperhatikan @ Rekomendasi [inas Pendidican Dan
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% Pergturan Daergh Kabupaten Banggai Momor 10 Tahun 2012 leniang
Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Banpgai Tahun 2012-2032
{Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 20112 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Dasrah kabupaien BEanggal Nomor B3

10. Peraturan Bupati Banggai Momor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Mon Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Petayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Benta Daersh Kabupaten
Banggai Tahun 2021 Momor 2539),

Eabupaten Handggai
Nomor: 1587/421 YIHSIIKBUD Tanggal 29 Jul 2022

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU  KABUPATEN BANGGAI  TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK HARAPAN BUNDA DI DESA SIMPANG DUA KECAMATAN SIMPANG
RAYA

1. Mama Lembaga © TK HARAPAN BUNDA

2. Jenis Pendidkan © Taman Kanak — Kanak (TK)

3. Alamat . Desa Simpang Dua Kscamatan Simpang Raya
4  Pangalola . Fitri Wulandari

5 Yayasan/Penyelenggara: TP-PEK Desa Simpang Dua
Pemegang Len Wapb

1. Menyeienggerakan PAUD tersebul sedemdian rupa, sehingga dapat
memenuhl fungsl sosainya lerhadap masyarakat

2. Mentaati Peraluran Perundangan yang berdaku atsu yang di#entukan
kemaudian;

3. Mengirimian laporan bulanan [ friwulan dengan ketentuan menurt model
yang dieniukan;

4. Dapat mengeluarkan Sartifikat / Sural Keterangan bagi pesarta didik.

F:apmmnmbmjntbﬂﬂﬂkuuaiamamuajmmmhwm
sampai dengan 03 Agustus 2025 dengan ketontuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannys akan diubah dan diperbaiki

Ditatapkan di  Luwuk
Pada tanggal 03 Agustus 2022




